TAHUN ANGGARAN 2024
:  5.05.01.2.08.0002.5.1.02.02.01.0059
Penyediaan Jasa Komunikasl, Sumber Daya Air dan Listrik

¢ Belanja Tagihan Telepon

: 39,000,000.00
Jumiah Anggaran (DPPA) : 39,000,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN DBYEK BELANIA
BULAN : APRIL

wo | e | o URALAN W w Ao
N 3 3 4 T 7 .
¥ Ralin Al 14310, 00%. 00

BAYAR RELAN1A TASIHAN TELEPON KEGIATAN
PENYEDEAAN JASA PEMUNIANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH 5UE KEGIATAN

] I Agril K24 D0Es PENTEDLAAN JASA KOMUNIXASI, SUMBER ouig 0,00 | 2,466,.134.00 | 70,843 05700
DATA ALR AN LISTRIK UNTUN BLLAN MARET
TADI
Q.00 0.00) 3456, 134.00
0.0 0,00 | 4, 689, 04.00
.00 0.00 | 7,156, 108.00

Makasaar, 10 April 2024

Dislapkan Oleh,
BENDARARA PENGELUARAN

Ao

SLANUR AISYAH, 5.Km
NIF ) 19000320 J0i410 3 ool




PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI
Kode Reksning +5.05.01.2.08.02; 5.1.02.02.01.0059
Buku Kas No. : DE:DG
Tanggal : ﬁﬁWle
Terima Darl :wmummmmﬂmmm

Banyaknya Uang | == DUA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU SERATUS TIGA PULUM
EMPAT RUPIAH ==

Untuk : BELARIA TAGIHAN TELEFON KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG LIRLISAN
Pembayaran PEMERINTAHAN DAERAH SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIE UNTUK BULAN MARET TAHUN 2024
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

DIKETAHUL / DISETUIUL HMENGETAHUI

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGEWALAN
SELAXU PPTK

YUDISTHIRA AZHARI, §.508.MM
NIP. 19810610 201001 1 021

Maiassar, 232 -~ 04 - 2094
Yang Manerima,

198003020 201410 2 001

Jumish Uang Rp. 1,4!I,III,-|




BELANJA TAGIHAN TELEPON PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PADA BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2024

N NAMA NOMOR TELEPON NILAI DPA ““mm"
1 [NARMAN NISWAN MUNGEASA 5T, MAP 011845510 Rp L000,000 | Mp 658,842
1 |H AIDIL ADHA, 5. So% DRLIAZNIISE | Ap 750,000 | Rg 738,920
3 mem“ 081144303100 | Ap 500,000 | Ap 361750
4 LIUMMH.!..HI.M# oE239415247% | Ap %00,000 | Ap 260,732
5 |Dr. MUMAMBMAD AMPRI AXBAR, S8 M % DEJIEEMAG08 | Ap 5 00,000 444 890

.I_-AH] Ap 3,250,000 | Rp 1,466,134

TERRBILANG : DUA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH EMAM RIBU SERATUS TIGA PULUH CMPAT RUPIAN
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BankSulselbar
&
Transaksi Berhasil

Meetinil Transahs
No Hef 042095422125
Tangyal 20-Apr-2024 18.59
Transaksi HP Pasca Bayar
Progiuk KartuHalo
Narmiod HP 0811445523
Naima DIOOOCEXXX
KOO XXX
KO
Total Tagihan 656842
Biaya Admin 2,000
Tota! Pembayaran 658842
Status Sukses

Untuk Keluhan Hubungl 188
Transaksi sudah termasuk PPN

NPWP PT. Telkomsel: 01.718.327.8.093.00
Gd Telkom Landmark Tower
Menara 1,11 1-20
JL Jend. Gatot Subroto Kav 52
Jokerta 12710




)

HankSulselbar
@
Transaksi Berhasil

Detm| Transaks)
No Ref 042095422275
Tanggal 20-Apr-2024 19:00
Tranzaksi HP Pasca Bayar
Praiik KartuHalo
Nomor HP 08114232258
Nama BAXOOCCOOCKO0OC X XX

XXX AMBA
Total Tagihan 736,920
Biaya Admin 2,000
Total Pembayaran 736,920
Status Sukses

Untuk Keluhan Hubungi 188
Transaksi sudah termasuk PPN

NPWP PT. Telkomsel. 01,718.327.8.093.00
Gd. Telkom Landmark Tower
Menara 1, Lt 1-20
JL Jend Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710




)

BankSulselbar

Transaks| Berhasil

Cretmil Tronsakni

Mo et 042095422369
Tanggal 20-Apr-2024 19:00
Transaka HP Pasca Bayar
Preiik KartuHalo
MNomeos HP 081144303100
MNaima BAXOOUCOOOOCOO00

XAAAXXKXNMBA
Totnl Tagihan 360,750
Biaya Adrmin 2,000
Total Pembayaran 362.750
Status Sukses

Untuk Keluhan Hubungl 188
Transaksi sudah termasuk PPN

NPWP PT. Telkomsel. 01.718.327.8.093.00
Gd. Telkom Landmark Tower
Menara 1, L1 1-20
JL. Jend. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710




HankSulselbar

Transaksi Berhasil

Dt Transaks:

No R 042095422524

Tanggal 20-Apr-2024 19:01

Transaks) HP Pasca Bayar

Produk KartuHalo

Namor HP 082394152425

Nama BAXXXXXXXKXKRXAKKK
KAXXAXXAMBA

Total Tagihan 258,732

Biaya Admin 2,000

Total Pembayaran 260,732

Status Sukses

Umuk Keluhan Hubungi 188
Transaksi sudah termasuk PPN

NPWP PT. Telkomsel: 01,718.327.8.093.00
Gd. Telkom Landmark Tower
Menara 1, Lt 1-20
JL. Jend. Gatot Subroto Kav.52
Jakarta 12710




BankSulselbar

Transaksi Berhasil

Detnl Transaks

No Fied 042095422630
Tantjgal 20-Apr-2024 19:02
Transaksl HP Pasca Bayar
Produk KartuHaio
Narmor HP 082188344909
Nama BAXOOOOOUOOOOOOOK

AU AAGAN
Fotal Taginan 442,890
Basya Admun 2,000
Total Pembayaron 444 %0
Statiit Sukses

Untuk Keluhan Hubungi 188
Transaksi sudah 1ermasuk PPN

NPWP PT Telkomsel: 01,.718.327.8.093.00
Gd. Telkom Landmark Tower
Menara 1, Lt 1-20
JL. Jend. Gatot Subroto Kav 52
Jakarta 12710




WALL KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWES] SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : B28/188.4.45/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA JASA KOMUNIKASI PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang :a. bahwa untuk menunjang kelancaran komunikas: pada

Mengingat

tugas- tugins vang bersifat kecdinasan khususnya bidang
pemenntahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan
pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Malassar Tahun 2024, dipandang perlu memberikan
Biaya Jasa Komunikasi kepada para pejabat pada Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada hurul a, perlu menctapkan Keputusan Wali Kota
Makassar tentang Pemberian Biayva Jasa Komunikasi pada
Badan Penclitinn dan Pengembangan Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024,

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Dacrab Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran
Negarn Republik  Indonesia Tabhun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822).

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negnra Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tabhun 2023 tentang Penctapan
Pernturan Pemerintah Pengeganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomar 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);




Fd

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897,

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Berita Negura Republik Indonesin Tahun 2020 Nomor
1781);

5. Peraturan Dacrah kKota Makassar Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penctapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023);

6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Dacrah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8)
sebagaimana teluh diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kotn Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor
B Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar
Tahun 2023 Nomor 5);

7. Peruturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Bera
Dacrah Kot Makassar Nomor 94 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN  WALI  KOTA  MAKASSAR  TENTANG

KESATU

PEMBERIAN BIAYA JASA KOMUNIKASI PADA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024,

Memberikan biaya jasa komunikasi pada Badan Penelitian
dan Pengembangian Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran
2024 dengan rinclan sebagai berikut:

‘NO.| JABATAN NILAI VOLUME
i Kepala | Rpl.000,000,00 fbulan 19 bl
SKPD | . il
Sekretans | Rp750.000,00/ bulan
12 bulan
2| skpp ;
Kepala 3 Orangx
3. Bidang _Rpﬁﬂu.ﬂﬂﬂ.ﬁﬂ-fhullnfmng 12 bul

————ey g T = e —me—m e shi e




KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2024 melalui
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penclitian dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar.

KETIGA . Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan
Keputusan ini, diatur lebih lanjul oleh Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tombusan:

I Ketus OPRD Kots Makassar di Malkcissar,

2. Bekretwnis Daerah Kols Malsssar o Makisssr,

3 Inspekiur Kota Makossar di Makassar,

4 Kepals Badan Peagelolsan Keuangin dan Asel Daerah Kota Makassar di Makassar,
& Kepalo Badun Perencensan den Pemboengunan Dacrah Kota Sakessar di Mabkossar,
s Kepals Badon Penelition dan Pengembangnn Duerah Kotn Makassar di Mokoasaar,

T Kepals Bagian Hukum Seids Kota Molassar,

. Masing-masing bersangkuten yamy dipandang perfu,

e e i 1 I




PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAN
(BALITBANGDA)
Hm.laﬁ:rﬂ-\hn.l‘l’nﬁ‘n'.’&!ﬂil

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
HKOTA MAKASSAR
NOMOR : 070.04/15/KEP/1/2024

PEMBERIAN JABA TELEKOMUNIKASI PADA BADAN PENELITIAN DAR
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKABSAR

Menimbang © a. bahwa untuk  kelancaran  tugas-tugas  Pemerintahan,
Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Doerah pada
Badan Penclitian  dan  Pengembangan  Dacrah  Kota
Makassar, dipandang perlu memberikan biayva pemakaian
telekomunilasi /lelepon pada Badan Penelitian  dan
Pengembangan Dacrah kota Makassar Tahun Anggaran
Hr2a;

b bahws untuk maksud tersebut di ates, perlu ditetaploan
dengan Reputusan Kepala Badan Penelitinn dan
Pengembangan Dacrmh Kotan Makassar.

Menmngat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukun Ducrah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesaa Nomaor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupss,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaman  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor J851);

2. Undang Undang Nomor |7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaren Negara  Republik
Indonesia Nomor 4 286);




. | .1

I

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undeng-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahsn Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 ieniang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negama Republik
indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015
tentang Perubshan Kedua Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 (Lembaman Negara Republik Indonesin Tahun
2015 Nomor 58, TambahanlLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Keuangan Daersh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 4578);

11, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negnra
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negarm Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
telah. diubah terakhir dengun Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang




KESATU

3

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun (2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daeral,

13. Peraturan Daernh Kota Mokassar Nomor B Tahun 2016
tentang perubahan ketign Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kotn Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8
Tahun 2016);

14, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok Pokok Keunngan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);

15. Peraturan Dacrah Kota Muakassar Nomor 2 Tahun 2022

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2j;

16. Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023

Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024,

18. Surat Wali Kota Makassar Nomor
619/188.4.45/Tahun 2024 Tanggal 10 Januari 2024
tentang Pemberian Jasa Telekomunikasi pada Badan

Penelitian dan Pengembangan Dacrah Kota Makassar,

No HAMA JAHATAN Ne. PAGU |
| o il
1| NIRMAN EPALA RADAN | OB11445533 1,000,000,
NISHWAN
Tu
5 [ TLHAIDIL | SEERETARE | 0T 14353358 | 750,000,
ADHA, §.Eos : A =




3 | DODY KEPALA  BIDANG | OR) 148000 00 | S oo,
| AGRIYANTU PENELITIAN  DAN
B S, M5 PENGEMEANGAN
, KEBLIAKAN
N (SO—— e i
i Tmm KEFALA  TIDANG | ONZWATAGA | 500 000
AMRLE STP PENELITIAN DAN
M AP PENGEMBANGAN

1
REPALA m‘"ﬁ‘ DR TRRIF | B0 o),

1
mmlmmmm !

L TEESH AR

KEDUA - Biaya jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pads
Diktum KESATU, akan dibebankan pada Anggoaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah  Kota Makassar Tahun
2024 melalhn DPA Badan Penelitian dan Pengembangan
Dacrah Kota Makassar,

KETIHGA Segala bisya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ind
dibebankan padn Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui DPA HBadan
Penelitinn dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tangenl ditetapkan.
Ditetapkan di H.lhllnr

. ...'-"-I-u- ’_,;-.
NIp : lﬂT:’tﬂﬂim 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada

I Inspektur Kota Makassar di Makassar,

2 Kepala BPRKAD Kotn Makassor i Makassar,
3 Muasing-masing yang bersangkutan;

4 Pertinggal.

P — < — e — T T e | e ] {— g —g— e B




